BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR: [‘flf 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN 2017 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN NAGARI
DI KABUPATEN SOLOK SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil analisa disiplin ilmu terhadap
tugas dan tanggungjawab serta profesionalitas terhadap
hasil pekerjaan Tenaga Teknis Infrastuktur Nagari
dipandang perlu untuk merubah ketentuan yang terdapat
dalam Lampiran Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 45
Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan
Pembangunan Nagari di Kabupaten Solok Selatan pada
BAB III Huruf H mengenai Tenaga Teknis Infrstruktur

Nagari (TTIN);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Peraturan
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor

45 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan

Pembangunan Nagari di Kabupaten Solok Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok
Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi
Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
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Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang
perbendaharaan negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 , Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,
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10.

11.

12,

13.

14.

15.

16.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5694);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
45/PRT/M /2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan
Bangunan Gedung Negara;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang  Pembentukan  Produk  Hukum  Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 11
Tahun 2016 tentang Pemerintahan Nagari;

Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 12
Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Solok Selatan
Tahun 2016-2021;

Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15
Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susuanan

Perangkat Daerah
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MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN  ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN 2017 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN NAGARI
DI KABUPATEN SOLOK SELATAN

Pasal I
Ketentuan lampiran Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 45 Tahun 2017
tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Nagari di Kabupaten
Solok Selatan (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan tahun 2017 nomor 45)

diubah, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 1l

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok
Selatan.
Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 3¢ epkasR019
UPA‘I‘I SOLOK SELATAN
Diundangkan di Padang Aro

pada tanggal ¢ &/K-f%/‘;;r 2019

SE ARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

L

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2019 NOMOR /4%



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN

NOMOR : 44, TAHUN 2019
TANGGAL : Scfeplevben 2019
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI

NOMOR 45 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NAGARI DI KABUPATEN SOLOK SELATAN

BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mendukung
paradigma dan konsep baru kebijakan Tata Kelola Desa secara Nasional.
Undang-undang ini tidak lagi menempatkan Desa sebagai latar belakang
Indonesia, akan tetapi merupakan halaman depan dari Indonesia.
Perspektif yang menempatkan Desa sebagai objek pembangunan telah
dirubah menjadi Desa sebagai subjek pembangunan. Pembalikan perspektif
tadi dapat dilihat melalui pengakuan atas hak asal usul Desa (rekognisi)
dan kewenangan lokal berskala desa (subsidiaritas) yang menjadi dua asas
utama pengaturan Desa.
Dengan kewenangannya, Desa atau Nagari di Kabupaten Solok Selatan
memiliki  tugas untuk  menyelenggarakan  pembangunan  dan
pemberdayaan. Agenda pembangunan, mulai dari perencanaan hingga ke
tahapan evaluasi dilakukan oleh Nagari. Pemerintah Nagari juga memiliki
tugas pemberdayaan agar kapasitas lémbaga serta masyarakat Nagari
dapat meningkat sehingga mampu bersama Pemerintah Nagari
mewujudkan Nagari Sejahtera dan Religius.
Seluruh agenda pembangunan dan pemberdayaan harus dirumuskan
melalui Musyawarah Nagari dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Nagari (Musrenbang Nagari) yang melibatkan unsur unsur masyrakat
Nagari. Tidak diharapkan lagi terjadi kondisi kebalikannya dimana
perencanaan Nagari diatur dan diseting semata oleh Pemerintah Nagari dan
Bamus, sehingga konsep pembangunan yang partisifatif dan transparan
tidak bisa diwujudkan.
Agar perencanaan Nagari bisa berjalan ideal sebagaimana tuntunan yang
diatur oleh Pemerintah, dan agar masyarakat Nagari betul-betul terlibat
dan merasakan dampak dari pembangunan yang mereka lakukan maka
diperlukan  sebuah  pengawalan terhadap proses perencanaan

pembangunan yang dilakukan di tingkat Nagari secara efektif dan efisien.



Pengawalan ini bisa saja dalam bentuk tuntunan regulasi, petunjuk atau
Juknis dan juga bisa langsung melalui pendampingan intens terhadap
Nagari-Nagari tersebut.

Atas dasar itu maka Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Nagari
merasa perlu untuk melahirkan Petunjuk Teknis Perencanaan
Pembangunan Nagari guna menjadi petunjuk oleh setiap pihak yang
terlibat baik langsung ataupun tidak langsung nantinya dalam proses

perencanaan pembangunan di Nagari.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari disusunnya Juknis Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan

Nagari ini adalah agar Nagari mampu melaksanakan setiap tahapan dari

perencanaan dan penganggaran Kegiatan Nagari secara benar, tertib dan

berkualitas sehingga berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan

Masyarakat.

Sementara tujuannya adalah:

1. Agar proses perencanaan dan penganggaran di Nagari berjalan sesuai
dengan waktu, tahapan dan mekanisme yang berlaku;

2. Agar Pemerintah Nagari, Bamus dan Kelembagaan lainnya di Nagari
paham dan mampu berkontribusi dalam setiap tahapan perencanaan
yang ada; dan

3. Tercapainya perencanaan Nagari yang baik dan efektif untuk

mewujudkan Nagari yang sejahtera dan religius.

C. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah
Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang

T

Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keungan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang
Kewenangan Desa;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 2 tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan
Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 2 tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 11 tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas

Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;

. Kebijakan Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Solok Tahun 2016-2021 menempatkan visi "TERWUJUDNYA MASYARAKAT
SOLOK SELATAN YANG SEJAHTERA DAN RELIGIUS” sebagai arah
pembangunan Kabupaten Solok Selatan untuk 5 (lima) tahun kedepan.

Penjelasan Visi:

1. Masyarakat Sejahtera ditandai oleh semakin meningkatnya kualitas
kehidupan yang layak dan bermartabat, dan adanya perhatian utama
pada tercukupinya kebutuhan dasar pokok manusia, seperti pangan,
papan, sandang, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja, yang
didukung oleh infrastruktur fisik, sosial budaya ekonomi yang
memadai. Peningkatan kualitas kehidupan ini akan lebih difokuskan
pada upaya pengentasan masyarakat miskin sehingga secara
simultan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara
keseluruhan, serta adanya iklim berusaha dan berkegiatan ekonomi

yang sehat untuk kelompok-kelompok masyarakat lainnya.

2. Kemajuan-kemajuan yang ingin dicapai diatas, tidak hanya sekedar

kemajuan di bidang fisik dan ekonomi saja. Tetapi hal ini juga
didukung dengan Masyarakat yang Religius, sehingga kemajuan-
kemajuan itu juga berkaitan dengan dimensi mental-spiritual,
keagamaan, kebudayaan dan non fisik, agar kehidupan masyarakat

benar-benar sejahtera lahir dan batin serta berakhlak mulia.
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Misi:
Untuk mewujudkan visi di atas, perlu dipandu melalui misi. Hal ini tidak
lepas dari pemaknaan misi yaitu perwujudan dari keinginan menyatukan
langkah dan gerak dalam mencapai visi yang telah ditetapkan. Rumusan
misi untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan sembilan butir sebagai
berikut:
1. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman ajaran agama bagi
masyarakat;
2. Meningkatkan kualitas pendidikan, kehidupan dan martabat
masyarakat;
Menurunkan angka kemiskinan;
4. Memberdayakan dan meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang
ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan hidup;
5. Meningkatkan pengelolaan SDA secara profesional untuk peningkatan
PAD;
Penegakkan supremasi hukum dan demokratisasi;
7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dasar
secara proporsional;
Meningkatkan kualitas SDM;
Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan dan sosial

lainnya.

RPJMD Kabupaten Solok Selatan merupakan dokumen strategis milik
Kabupaten Solok Selatan untuk Tahun 2016-2021. Dari RPJMD ini bisa
kita lihat dan perkirakan seperti apa pembangunan Kabupaten Solok
Selatan untuk 5 tahun kedepan terhitung dari tahun 2016 sampai dengan
tahun 2021. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan
melaksanakan amanat dari RPJMD ini sebagaimana tertuang dalam
program dan sasaran program yang diamanatkan. Dokumen perencanaan
strategis mereka akan dilahirkan dalam bentuk Renstra OPD tahun 2016-
2021

Sebagaimana halnya dengan OPD, Pemerintah Nagari yang merupakan
sebuah pemerintahan mandiri di dalam wilayah Kabupaten Solok Selatan
juga harus mempedomani arah dan kebijakan pembangunan yang dibuat
oleh Pemerintah Daerah. Program-program pembangunan yang
dilaksanakan oleh pemerintah Nagari tidak boleh bertolak belakang dengan
program pembangunan daerah. Akan tetapi hendaknya program-program
pembangunan baik di tingkat Kabupaten dan Nagari bisa saling mengisi

dan mendukung sehingga upaya mewujudkan Nagari yang kuat dan
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mandiri serta masyarakat yang sejahtera bisa diwujudkan secara cepat dan
efektif.

Dengan lahirnya RPJMD Kabupaten Solok Selatan periode 2016-2021
menghendaki seluruh pemerintah Nagari untuk melakukan penyesuaian
terhadap RPJM Nagari masing-masing. Disamping itu juga nantinya perlu
dilakukan pembagian yang jelas antara urusan/kewenangan masing-
masing agar tidak terjadi tumpang tindih urusan yang akan dikerjakan
oleh kabupaten dan Nagari.



BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NAGARI
(RPJM NAGARI)

Sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Desa, Pemerintah Nagari wajib merancang, menyusun
dan menetapkan RPJM Nagari sebagai Dokumen Induk Perencanaan di Nagari
pada awal periode kepemimpinan Wali Nagari. RPJM Nagari merupakan
perwujudan dari visi dan misi Wali Nagari saat mencalonkan diri. RPJM Nagari
disamping perwujudan dari visi-misi dan rencana kerja (kegiatan) Wali Nagari
terpilih mengakomodir kebutuhan riil dari Nagari serta juga memperhatikan
arah pembangunan dari Pemerintahan di tingkat atasnya terutama Pemerintah
Kabupaten. RPJM inilah nantinya akan diurai setiap tahunnya menjadi
Rencana Kerja Pemerintah Tahunan Nagari (RKP).

Melihat betapa pentingnya keberadaan dokumen RPJM Nagari maka
proses penyusunannya perlu dikawal dan diasistensikan dengan baik. Jangan
sampai dokumen RPJM menjadi dokumen asal jadi, tidak sejalan dengan cita-
cita yang disampaikan oleh Wali Nagari saat pencalonan serta tidak sesuai
dengan kebutuhan riil dari Nagari tersebut. Untuk itu perlu diatur mekanisme

penyusunan RPJM Nagari.

A. Pembentukan Tim Penyusun RPJM Nagari

Wali Nagari membentuk Tim Penyusun RPJM Nagari yang terdiri dari:

(1) Wali Nagari selaku pembina;

(2) Sekretaris Nagari selaku ketua;

(3) Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat selaku sekretaris;dan

(4) Anggota yang berasal dari perangkat Nagari, Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat, Kader Pemberdayaan Masyarakat Nagari, dan unsur
masyarakat lainnya.

Jumlah tim paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas)

orang dengan mengakomodir keikutsertaan Perempuan. Tim ditetapkan

dengan Surat Keputusan Wali Nagari. (form. 1)

Tugas Tim Penyusun RPJM Nagari

Tugas Tim Penyusun RPJM Nagari adalah:

a) Melakukan Penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten;

b) Melakukan Pengkajian keadaan Nagari; [

¢) Menyusun rancangan RPJM Nagari; dan

d) Melakukan Penyempurnaan rancangan RPJM Nagari. %
10



B. Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten

Penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten dilakukan oleh Tim
dengan cara mengikuti sosialisasi atau meminta masukan/informasi dari
OPD terkait di tingkat kabupaten khususnya tentang arah kebijakan
pembangunan kabupaten. Kegiatan penyelerasan dilakukan dengn cara
mendata dan memilah rencana/program dan kegiatan pembangunan
kabupaten yang akan masuk ke Nagari sehingga bisa saling menunjang
dan menghindari in-efisiensi nantinya dalam penganggaran. Dokumen
sumber Informasi arah kebijakan pembangunan kabupaten adalah :

a. Rencana pembangunan jangka menengah kabupaten;

b. Rencana strategis organisasi perangkat daerah,;
¢. Rencana umum tata ruang wilayah kabupaten;
d. Rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten; dan
e. Rencana pembangunan kawasan perdesaan.

Out put : Hasil pemilahan program kabupaten dimasukan kedalam format
data rencana dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Nagari dan

menjadi lampiran dari dokumen hasil kajian keadaan Nagari. (form. 2)

C. Pengkajian Keadaan Nagari

Sebelum melakukan Pengkajian Keadaan Nagari, terlebih dahulu dilakukan
Pengkajian Keadaan Nagari di tingkat Jorong secara partisipatif oleh Kepala
jorong dibantu KPMN yang berasal dari jorong tersebut. Hasil Pengkajian
Keadaan Nagari di tingkat Jorong di serahkan ke Tim Penyusun
RPJMNagari. Pengkajian keadaan Nagari dilakukan oleh Tim dengan
mempertimbangkan kondisi objektif Nagari. Pengkajian keadaan Nagari
meliputi kegiatan:
1. Penyelarasan Data Nagari
Penyelarasan data Nagari dilakukan melalui kegiatan :
a. Pengambilan data dari dokumen data Nagari
b. Membandingkan data Nagari dengan kondisi Nagari terkini
Out put kegiatan : Hasil penyelarasan data nagari
2. Penggalian gagasan masyarakat
Penggalian gagasan masyarakat dilakukan secara partisipatif dengan
melibatkan seluruh unsur masyarakat yang ada di Nagari sebagai
sumber data dan informasi. Penggalian gagasan masyarakat dilakukan
melalui kegiatan :

a. Musyawarah Jorong/Pengkajian Keadaan Nagari di tingkat Jorong
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b. Musyawarah Khusus di tempat-tempat kelompok masyarakat
tertentu
Untuk meningkatkan hasil kualitas penggalian gagasan, dalam
pelaksanaan kegiatan penggalian masyarakat dapat dibantu oleh alat
kerja (instrumen) yang disiapkan oleh Tim, contoh : Sketsa Nagari,
Kalender Musim, Bagan Kelembagaan Nagari, dll
Out put : Hasil rekapitulasi usulan rencana kegiatan (form 3-11)
3. Penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Nagari.
Laporan hasil pengkajian keadaan Nagari dibuat oleh Tim Penyusun
RPJM Nagari yang dituangkan dalam Berita Acara yang dilampiri
dengan dokumen :
a. Data Nagari yang sudah diselaraskan
b. Data rencana program pembangunan Pemerintah Kabupaten yang
akan masuk ke Nagari
c¢. Data rencana program pembangunan kawasan perdesaan
d. Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Nagari dari
Jorong atau dari Unsur/Kelompok Masyarakat di Nagari
Out put : Berita Acara kegiatan (form. 12-13)
4. Penyampaian Hasil Pengkajian Keadaan Nagari Oleh Wali Nagari Ke
BAMUS
Laporan Hasil pengkajian keadaan Nagari dilaporkan kepada Wali
Nagari untuk disampaikan kepada Badan Musyawarah Nagari (BAMUS).
BAMUS menyelenggarakan Musyawarah Nagari berdasarkan laporan
hasil pengkajian keadaan Nagari. Musyawarah Nagari dilaksanakan
segera setelah diterimanya laporan hasil pengkajian keadaan Nagari
dari Wali Nagari.
Hal-hal yang dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Nagari yaitu:
a. Laporan hasil pengkajian keadaan Nagari;
b. Rumusan arah kebijakan pembangunan Nagari yang dijabarkan dari
visi dan misi Wali Nagari;
c. Rencana prioritas kegiatan yang terbagi atas penyelenggaraan
pemerintahan Nagari, pembangunan Nagari, pembinaan
kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari.

Out put : Laporan Pelaksanaan Pengkajian Keadaan Nagari (form. 14)

Musyawarah Nagari Penyusunan Rencana Pembangunan Nagari
Musyawarah Nagari dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah
yang dibagi berdasarkan bidang yakni bidang penyelenggaraan

o~y
pemerintahan Nagari, pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan g
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Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari. Adapun pembentukan
kelompok berdasarkan kesepakatan musyawarah dengan Ketua BAMUS
sebagai pimpinan Musyawarah.

Diskusi kelompok membahas bidang dengan fokus sebagai berikut:

a. Laporan hasil pengkajian keadaan Nagari;

b. Prioritas rencana kegiatan Nagari dalam jangka waktu 6 (enam) tahun;

¢. Sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan Nagari;

d. Rencana pelaksanaan kegiatan Nagari yang akan dilaksanakan oleh
perangkat Nagari, unsur masyarakat Nagari, kerjasama antar Nagari,
dan/atau kerjasama Nagari dengan pihak ketiga.

Output: Hasil kesepakatan dalam musyawarah Nagari dituangkan dalam

berita acara dan menjadi Pedoman bagi pemerintah Nagari dalam

menyusun RPJM Nagari (form.15)

Penyusunan Rancangan RPJM Nagari

Tim Penyusun RPJM Nagari menyusun rancangan RPJM Nagari dengan

tahapan :

a. Tim penyusun RPJM Nagari menyusun rancangan RPJM Nagari
berdasarkan berita acara hasil kesepakatan Nagari dalam Musyawarah
Nagari yang dituangkan dalam format rancangan RPJM Nagari (contoh
format terlampir);

b. Tim Membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM
Nagari dan dilampiri dengan dokumen rancangan RPJM Nagari.

c. Berita acara berikut lampirannya disampaikan oleh tim penyusun
RPJM Nagari kepada Wali Nagari.

d. Wali Nagari memeriksa dokumen rancangan RPJM Nagari yang telah
disusun olehTim Penyusun RPJM Nagari.

Dokumen Rancangan RPJM Nagari memuat visi dan misi Wali Nagari, arah
kebijakan pembangunan Nagari serta rencana kegiatan yang meliputi
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, Pelaksanaan Pembangunan
Nagari, Pembinaan Kemasyarakatan Nagari dan Pemberdayaan Masyarakat
Nagari.

Dalam hal Wali Nagari belum menyetujui rancangan RPJM Nagari,
rancangan RPJM Nagari dikembalikan kepada tim penyusun RPJM Nagari
untuk dilakukan perbaikan. Dalam hal rancangan RPJM Nagari telah
disetujui oleh Wali Nagari, dilaksanakan musyawarah perencanaan

pembangunan Nagari. (form.16-17)
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. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari (Musrenbang)

Pembahasan dan Penetapan Rancangan RPJM Nagari

Wali Nagari menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan
Nagari yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM
Nagari. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari diikuti oleh
Pemerintah Nagari, BAMUS dan unsur masyarakat (tokoh adat, agama,
masyarakat, pendidikan, perwakilan kelompok tani, nelayan, pengrajin,
perempuan dan lain-lain sesuai kondisi sosial budaya masyarakat).
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari membahas dan
menyepakati Rancangan RPJM Nagari dan dituangkan dalam berita acara.
(form. 18)

. Perbaikan RPJM Berdasarkan Hasil Musrenbang

a. Wali Nagari mengarahkan Tim Penyusun RPJM Nagari melakukan
perbaikan dokumen rancangan RPJM Nagari berdasarkan hasil
kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Nagari.

b. Rancangan RPJM Nagari menjadi lampiran rancangan peraturan Nagari

tentang RPJM Nagari.

. Penyusunan Rancangan Peraturan Nagari Tentang RPJM Nagari

Wali Nagari menyusun rancangan peraturan Nagari tentang RPJM Nagari

Rapat Keputusan Bersama Wali Nagari dan Bamus Untuk Penetapan
Peraturan Nagari Tentang RPJM Nagari

Rancangan peraturan Nagari tentang RPJM Nagari dibahas dan disepakati
bersama oleh Wali Nagari dan Bamus untuk ditetapkan menjadi Peraturan
Nagari tentang RPJM Nagari.

Peraturan Nagari Tentang RPJMNagari sebelum diundangkan dalam
lembaran nagari terlebih dahulu harus diklarifikasi dulu oleh bupati sesuai

aturan yang berlaku

Perubahan RPJM Nagari

Wali Nagari dapat mengubah RPJM Nagari dalam hal:

a) Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, Kkrisis
ekonomi, dan kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau

b) Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah

daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten.
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Perubahan RPJM Nagari dibahas dan disepakati dalam Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Nagari dan selanjutnya ditetapkan dengan
peraturan Nagari. Sementara untuk proses dan tahapannya dapat mengacu
kepada proses penyusunan RPJM awal.
RPJM Nagari ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (Tiga) bulan
terhitung sejak Pelantikan Wali Nagari.

Sistematika penulisan RPJMNagari adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

a. Latar Belakang
b. Landasan Hukum

c. Tujuan
BAB II PROFIL Desa/Nagari/Nagari

a. Legenda dan Sejarah Desa/Nagari/Nagari
b. Kondisi Umum Desa/Nagari/Nagari
c. SOTK Desa/Nagari/Nagari

BAB III PROSES PENYUSUNAN RPJM Desa/Nagari/Nagari

a. Sosialisasi
b. Musdus

Lokakarya Desa/Nagari/Nagari

o

d. Musrenbang RPJM Desa/Nagari/Nagari
BAB IV RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Nagari/Nagari
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari/Nagari

BAB V VISI, MISI, ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN Desa/Nagari/Nagari,
ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN Desa/Nagari/Nagari SERTA
PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF

Arah Kebijakan Pembangunan Desa/Nagari/Nagari
Arah Kebijakan Kauangan Desa/Nagari/Nagari

e. Program dan Kegiatan Indikatif



BAB VI PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Matrik Program Kegiatan Skala Desa/Nagari/Nagari

Matrik Program Kegiatan Kawasan PerDesa/Nagari/Nagari

Matrik Program Kegiatan Supra Desa/Nagari/Nagari

Pengkajian Keadaan Desa/Nagari/Nagari (Sketsa Desa/Nagari/Nagari,
Kalender Musim, Diagram Kelembagaan)

Berita Acara Musyawarah (Sosialisasi, Musdus, Lokakarya, Musyawarah
Desa/Nagari/Naagari, MusrenbangDes)

Undangan dan Daftar HadirnMusyawarah (Sosialisasi, Musdus,
Lokakarya, Musyawarah Desa/Nagari/Nagari, Musrenbangdes)

Notulen Musyawarah (Sosialisasi, Musdus, Lokakarya, Musyawarah
Desa/Nagari/Nagari, Musrenbangdes)

Peta Desa/Nagari/Nagari

Foto Kegiatan/Foto Desa/Nagari/Nagari (sosialisasi, Musdus, Lokakarya,

Musyawarah Desa/Nagari/Nagari, Musrenbangdes)

<y
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BAB III
RENCANA KERJA PEMERINTAH NAGARI (RKP NAGARI)

Untuk merealisasikan visi-misi serta kegiatan sebagaimana dituangkan
dalam RPJM Nagari, Pemerintah Nagari setiap tahunnya menyusun dokumen
perencanaan tahunan yang disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
Nagari. Dokumen RKP ini mulai diproses semenjak bulan Juni dan berakhir
paling lambat di akhir bulan September setiap tahunnya. Dokumen RKP ini
menjadi dasar dari penyusunan RAPB Nagari, di dalam dokumen RKP tersebut
sudah ada Daftar Usulan RKP (DU RKP) masing masing Nagari sebagai bahan
utama dalam pelaksanaan musrenbang tingkat kecamatan

RKP Nagari secara umum mengacu kepada RPJM Nagari. Dalam hal
Nagari belum mempunyai dokumen RPJM Nagari dikarenakan terjadinya
suksesi jabatan Wali Nagari maka RKP Nagari disusun mengacu kepada
dokumen evaluasi RPJM Nagari sebelumnya dengan tujuan untuk
menuntaskan target-target yang belum terselesaikan. Dokumen evaluasi
dimaksud adalah dokumen hasil penelaahan dari Musyawarah Nagari dan Tim
Penyusun RKP terhadap realisasi dari target RPJM sebelumnya.

Untuk menjamin bahwa pembangunan di Nagari betul-betul berdampak
terhadap pengentasan kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan dasar
masyarakat maka penyusunan RKP wajib menyesuaikan kondisi dan status
perkembangan Nagari hasil dari penilaian Indek Nagari Membangun (IDM)
yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari. IDM ini
akan mengawal dan membatasi prioritas pembangunan Nagari agar fokus
terhadap skala prioritas dan mendorong peningkatan nilai indeks

pembangunan Nagari.

A. Musyawarah Nagari Sosialisasi Penyusunan RKP

Untuk penyusunan RKP tahun berikutnya, BAMUS
menyelenggarakan Musyawarah Nagari paling lambat bulan Juni tahun
berjalan dalam rangka sosialisasi penyusunan RKP nagari.

Musyawarah Nagari mengagendakan evaluasi terhadap capaian
kinerja pemerintahan Nagari tahun berjalan (untuk 6 bulan pertama)
sekaligus membahas kebutuhan rencana pembangunan Nagari yang
menjadi petunjuk bagi pemerintah Nagari dalam menyusun rancangan RKP
Nagari dan Daftar Usulan RKP Nagari.

Musyawarah Nagari melaksanakan agenda kegiatan sebagai berikut:
a) Mencermati dan membahas kinerja Pemerintah Nagari untuk semester

pertama tahun berjalan
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b) Mencermati ulang dokumen RPJM Nagari;

c) Menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Nagari dalam
bentuk rencana kegiatan prioritas;

d) Penyampaian akan adanya rekrutmen Tenaga Teknis Infrastrutur Nagari
(TTIN) untuk membuat dan menyusun Desain dan RAB kegiatan
Infrastruktur

e) Membentuk Tim Verifikasi sesuai dengan jenis bidang, kegiatan dan
keahlian yang dibutuhkan dan dikukuhkan dengan Surat Keputusan
Wali Nagari.

Anggota Tim verifikasi sedapatnya diisi dari personal yang berasal dari

warga masyarakat Nagari dan/atau Dinas/ Instansi terkait dilingkup

kabupaten yang paham akan materi usulan Kkegiatan yang akan
diverifikasi. Tahapan verifikasi kegiatan adalah:

1. Pembahasan proposal kegiatan (teknis dan non teknis)

2. Kunjungan lapangan.

3. Perhitungan estimasi biaya (semakin detail semakin baik).

4. Pembahasan akhir (Berita Acara) dengan Rekomendasi Layak atau tidak
layak.

Setelah selesai Verifikasi kegiatan, diadakan Musyawarah Nagari Lanjutan

dengan agenda :

1. Membahas dan menyepakati hasil Verifikasi kegiatan oleh Tim Verifikasi.

2. Menyusun prioritas usulan kegiatan, Badan dan Lembaga sesuai dengan
Visi dan Misi Nagari, Indeks Desa Membangun.

Hasil kesepakatan dituangkan dalam berita acara, yang menjadi Juknis

Wali Nagari dalam menyusun RKP Nagari. Berita acara ini disertai dengan

lampiran hasil kerja Tim Verifikasi dan telah diserahkan ke Pemerintah

Nagari maksimal Bulan Agustus setiap tahunnya.

Kegiatan yang telah dinyatakan layak oleh Tim Verifikasi disusun dan

dibuat Desain dan RAB sesuai dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan

Pembangunan Nagari dan aturan yang berlaku.

. Pembentukan Tim Penyusun RKP Nagari

RKP disusun oleh Tim Penyusun RKP Nagari yang beranggotakan paling
sedikit 7 orang dan maksimal 11 orang. Tim ini dibentuk dan ditetapkan
oleh Wali Nagari pada bulan Juni setiap tahunnya dengan personil terdiri
atas :

a) Wali Nagari selaku pembina;

b) Sekretaris Nagari selaku ketua;

18

A9



c) Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai sekretaris;
dan

d) Anggota yang meliputi: perangkat Nagari, lembaga pemberdayaan
masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat Nagari, dan unsur
masyarakat.

Tim penyusun RKP Nagari melaksanakan Tugas sebagai berikut:

a) Memberikan informasi kepada lembaga-lembaga kemasyarakatan
yang ada di Nagari untuk mengusulkan rencana kegiatan mereka
dalam bentuk Proposal Kegiatan yang telah dilengkapi Desain dan
RAB.

b) Memfasilitasi Penyusunan Proposal Kegiatan yang telah dilengkapi
Desain dan RAB

c) Pencermatan pagu indikatif =~ Nagari dan penyelarasan
program/kegiatan masuk ke Nagari;

d) Pencermatan ulang dokumen RPJM Nagari;

e) Penyusunan rancangan RKP Nagari; dan

f) Penyusunan rancangan Daftar Usulan RKP Nagari.

g) Memberikan masukan berupa data-data untuk kepentingan
Musyawarah Nagari dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Nagari.

h) Memperbaiki draft RKP sesuai dengan hasil Musyawarah Nagari dan

Musrenbang Nagari.

C. Pencermatan Pagu Indikatif Nagari dan Penyelarasan

Program/Kegiatan yang masuk ke Nagari

Penyelarasan ini dilakukan oleh Tim Penyusun RKP. Pada tahapan ini Wali

Nagari bersama Tim mendapatkan data dan informasi dari Organisasi

Perangkat Daerah kabupaten khususnya tentang:

a) Pagu Indikatif Nagari;

b) Rencana Program/kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan
pemerintah daerah kabupaten yang akan masuk ke Nagari.

Data dan informasi diterima Wali Nagari dari kabupaten paling lambat

bulan Juli setiap tahun berjalan. Dalam hal Wali Nagari belum mendapat

data dan informasi dari kabupaten, maka dapat memakai data dan

informasi tahun sebelumnya.

Tim penyusun RKP Nagari melakukan pencermatan pagu indikatif Nagari

meliputi:

a) Rencana Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN;
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b) Rencana Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana
perimbanganyang diterima kabupaten/kota;

¢) Rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten;
dan

d) Rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja
daerah provinsidan anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten.

Berdasarkan Pagu Indikatif Nagari dan Penyelarasan Program/ Kegiatan

masuk ke Nagari, tim penyusun RKP Nagari menyusun Rencana

Pembangunan berskala lokal yang dituangkan dalam Rancangan RKP

Nagari

. Pencermatan Ulang RPJM Nagari

Tim penyusunan RKP Nagari mencermati skala prioritas usulan rencana
kegiatan pembangunan Nagari untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya
sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Nagari. Kegiatan yang ada
di dalam RPJM Nagari menjadi skala prioritas dalam rencana kegiatan
dalam RKP. Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud menjadi dasar bagi
tim penyusun RKP Nagari dalam menyusun rancangan RKP Nagari. Hasil
pencermatan ini dituangkan dalam sebuah rekap kegiatan prioritas dari
RPJM Nagari

. Penyusunan Rancangan RKP Nagari

Penyusunan rancangan RKP Nagari berdasarkan kepada:

a) Hasil kesepakatan musyawarah Nagari dan RKP tahun sebelumnya,;

b} Pagu indikatif Nagari;

c) Pendapatan Asli Nagari;

d} Rencana Kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan
pemerintah daerah kabupaten;

€e) Jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD
Kabupaten /Provinsi;

f) Hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Nagari;

g) Hasil kesepakatan kerja sama antar Nagari; dan

h) Hasil kesepakatan kerja sama Nagari dengan pihak ketiga

Rancangan RKP Nagari paling sedikit berisi uraian:
a) Evaluasi pelaksanaan RKP Nagari tahun sebelumnya;
b) Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Nagari yang dikelola oleh

Nagari;
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c) Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Nagari yang dikelola melalui
kerja sama antar-Nagari dan pihak ketiga;

d) Rencana program, kegiatan, dan anggaran Nagari yang dikelola oleh
Nagari sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah pusat,
pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten;

€) Rencana Program, kegiatan dan anggaran yang akan diusulkan ke
Kecamatan sebagai bahan Musrenbang tingkat kecamatan, dan

f) Pelaksana kegiatan Nagari yang terdiri atas unsur perangkat Nagari
dan/atau unsur masyarakat Nagari

g) Pembuatan Proposal dilengkapi dengan Disain dan RAB  setelah
mencermati dan mengevaluasi RPJM tahun sebelumnya sudah didapat
ancar2 kegiatan yang akan dilakukan untuk tahun berikutnya

Rancangan RKP Nagari disampaikan kepada Wali Nagari sebagaimana
tersebut harus dilampiri dengan hasil verifikasi dari Tim Verifikasi.

Pemerintah Nagari dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan
pembangunan Nagari dan pembangunan kawasan perdesaan kepada
pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah
daerah kabupaten. Usulan prioritas program dan kegiatan dituangkan

dalam bentuk rancangan daftar usulan RKP Nagari.

. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari

Wali Nagari menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Nagari yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP
Nagari. Musrenbang untuk menyusun skala prioritas program dan kegiatan
berdasarkan ketersediaan/ kemampuan keuangan dan Kewenangan
Nagari. Program dan Kegiatan diluar Kewenangan Nagari di usulkan dalam
Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintahan Nagari.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari diikuti oleh Pemerintah
Nagari, BAMUS dan unsur masyarakat. Unsur masyarakat terdiri atas:
tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat; tokoh pendidikan, perwakilan
kelompok tani, nelayan dan lain-lain. Untuk memandu dan lebih
mengayakan informasi serta pertimbangan-pertimbangan dalam penetapan
skala prioritas program/kegiatan yang dibahas dalam Musrenbang Nagari
maka kegiatan ini harus menghadirkan pihak kecamatan, DinSos PMD dan
Pendamping P3MD.

Draft Akhir RKPNagari dalam bentuk Rancangan Peraturan Nagari tentang
RKPNagari, sebelum dibawa ke Sidang Paripurna BAMUS di evaluasi oleh

>
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G. Penetapan dan Perubahan RKP Nagari

Setelah Musrenbang dilaksanakan dan didapatkan kesepakatan, maka RKP
Nagari dilakukan penyempurnaan dan selanjutnya ditetapkan. Penetapan
RKP Nagari dilakukan dengan langkah langkah sebagai berikut :

a) Hasil kesepakatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari
dituangkan dalam berita acara.

b) Wali Nagari mengarahkan Tim Penyusun RKP Nagari melakukan
perbaikan dokumen rancangan RKP Nagari berdasarkan hasil
kesepakatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari.

¢} Rancangan RKP Nagari menjadi lampiran rancangan peraturan Nagari
tentang RKP Nagari.

d) Rancangan Daftar Uslan RKP Nagari menjadi bagian yang tidak
terpisahkan dari RKP Nagari untuk bahan Musrenbang Kecamatan.

e} Wali Nagari menyusun rancangan peraturan Nagari tentang RKP Nagari
yang akan dibahas dan disepakati bersama oleh Wali Nagari dan
BAMUS untuk ditetapkan menjadi Peraturan Nagari tentang RKP
Nagari.

f) Kesepakatan bersama antara Wali Nagari dan BAMUS dilakukan dalam
Rapat BAMUS.

Peraturan Nagari tentang RKP Nagari tahun berikutnya disahkan dalam

sidang Paripurna BAMUS paling lambat minggu kedua bulan September

tahun berjalan.

RKP Nagari yang telah disahkan diklarifikasi oleh Bupati melalui Camat

sesuai dengan aturan yang berlaku.

RKP Nagari dapat diubah dalam hal :

a) terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis

ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau

b) terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah

daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten.

Wali Nagari menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Nagari yang diadakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan

penyepakatan perubahan RKPNagari. Penyelenggaraan musyawarah

perencanaan pembangunan Nagari disesuaikan dengan terjadinya peristiwa
khusus dan/atau terjadinya perubahan mendasar.

Hasil kesepakatan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari

ditetapkan dengan Peraturan Nagari tentang RKP Nagari perubahan yang

menjadi dasar dalam penyusunan perubahan APB Nagari.
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Salah satu bagian dari RKP Nagari adalah daftar Usulan Nagari untuk
pemerintah Kabupaten atau diteruskan ke pemerintah propinsi, pusat atau
program lainnya yang dipandang tepat oleh pihak Kabupaten. Daftar
Usulan RKP Nagari ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RKP
Nagari.

Wali Nagari menyampaikan daftar usulan RKP Nagari kepada bupati
melalul camat paling lambat 31 Desember tahun berjalan. Daftar usulan
RKP Nagari menjadi materi pembahasan di dalam musyawarah
perencanaan  pembangunan kecamatan dan kabupaten. Bupati
menginformasikan kepada pemerintah Nagari paling lambat bulan Juli
tahun anggaran berikutnya tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP
Nagari ‘setelah diselenggarakannya Musyawarah Perencanaan

Pembangunan di kecamatan.

Tenaga Teknis Infrastruktur Nagari (TTIN)

1. Pengertian
Tenaga Teknis Infrastruktur Nagari (TTIN) adalah seorang /beberapa
orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh wali nagari dengan surat
keputusan disertai dengan perjanjian kerja untuk melaksanakan
perencanaan dan pengawasan Kegiatan pembangunan infrastruktur di
nagari.
Tenaga Teknis Infrastruktur Nagari (TTIN} ditunjuk Untuk Kepentingan
Pembuatan Desain Gambar dan Penyusunan Rencana Anggaran Biaya
(RAB) kegiatan yang akan menjadi lampiran dalam RKP dan APB Nagari
2. Tugas TTIN :
a. Tugas TTIN Perencana adalah sebagai berikut :
Membuat desain gambar dan menyusun RAB kegiatan pembangunan
prasarana/infrastruktur dinagari secara lengkap, tepat waktu dan
telah diperiksa dan disetujui oleh pihak-pihak terkait.
b. Tugas TTIN Pengawas adalah sebagai berikut :
Melakukan pengawasan teknis terhadap pekerjaan yang sedang
berjalan serta membuat laporan progres fisik kegiatan.
3. Syarat- syarat TTIN
a. TTIN Perencanaan :
- Warga Negara Indonesia (WNI)
- Memiliki Kemampuan membuat desain gambar dan menyusun
RAB kegiatan pembangunan fisik/infrastruktur (pengalaman kerja

dilampirkan)
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- Pendidikan terakhir minimal D III Teknik Sipil/Arsitektur atau S1

Teknik Sipil/Arsitektur (yang dibuktikan dengan ijazah)
Tidak menjabat sebagai perangkat Nagari dan Anggota TPBJ

b. TTIN Pengawasan

Warga Negara Indonesia (WNI)

Memiliki Kemampuan dalam mengawasi pelaksanaan pekerjaan
pembangunan fisik/infrastruktur di nagari (pengalaman kerja
dilampirkan).

Pendidikan minimal SLTA/sederajat yang dibuktikan dengan ijazah
dan telah memiliki pengalaman dalam bidang pengawasan
kegiatan pembangunan prasarana/infrastruktur nagari serta
adanya rekomendasi dari instansi teknis terkait atau dari
Pendamping Profesional Bidang Teknis Infrastruktur (PDTI atau
TA-ID).

Tidak menjabat sebagai perangkat Nagari dan Anggota TPBJ

4. Masa Kerja TTIN

a. TTIN perencana mulai bekerja bersamaan dengan tim Penyusun RKP

dalam menyusun rancangan RKP khusus kegiatan fisik sampai

dengan pekerjaan selesai sebagai perencana.

b. TTIN Pengawasan, mulai bekerja bersamaan dengan terbentuknya

TPBJ sampai dengan serah terima pekerjaan dari TPBJ kepada Wali

Nagari.

5. Hak TTIN

a. TTIN Perencana berhak menerima honor maksimal 2% dari pagu

dana kegiatan fisik yang dibayarkan sesuai dengan perjanjian kerja

(kontrak kerja).

b. TTIN Pengawasan berhak menerima honor sebesar maksimal 1,5%

dari total dari pagu dana kegiatan fisik yang sesuai dengan perjanjian

kerja (kontrak kerja).

Sistematika penulisan RKP Nagari adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Tujuan dan Manfaat

24

Aery



Bab II Evaluasi Pelaksanaan RKP Nagari Tahun Sebelumnya

2.1 Bidang Infrastuktur
2.2 Belanja Nagari

2.3 Pembiayaan Nagari
Bab III Gambaran Umum Kebijakan Keuangan Nagari

3.1 Pendapatan Nagari
3.2 Belanja Nagari

3.3 Pembiayaan Nagari

Bab IV Rumusan Prioritas Masalah dan Program Pembangunan Nagari
4.1 Rumusan Prioritas Masalah

4.2 Kebijakan Program Kegiatan

Bab V Penutup
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BAB YV
PENUTUP

Juknis Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Nagari ini merupakan
panduan khusus bagi seluruh Nagari se Kabupaten Solok Selatan dan
diharapkan dapat memberikan gambaran akan bagaimana melaksanakan
perencanaan pembangunan Nagari secara benar, tertib dan terarah.

Segala format yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan nagari
seperti Format Berita Cara Rapat, Format Rekap Kegiatan Prioritas, dll
mengacu kepada format yang terdapat dalam lampiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.
Diharapkan dengan panduan ini akan dapat dicapai sebuah peningkatan
kualitas penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah Nagari dan akhirnya
berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

Dengan Juknis Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Nagari ini juga
diharapkan dapat membantu pemerintah kecamatan dalam memberikan
pendampingan dan pengendalian atas penyelenggaraan tugas pemerintahan

oleh Nagari sehingga Nagari yang maju dan mandiri bisa dicapai.

BUPATI SOLOK SELATAN,

="
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Form 1.

KABUPATEN SOLOK SELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI ... (Nama Nagari)
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
{Judul Keputusan Wali Nagari)

WALI NAGARI..., (Nama Nagari)

Menimbang  : a. bahWa......cc..oiiniiriiiiiiniiinninrs e :

Mengingat T e R N A R P R B RHARE :
B o T R A S T e s B :
3. ABT BELETUBIINGL ..o ooness i s R A R R R §

MEmpPerNAtiRAN 7 1: soviiorsiieimimossios imemas i oo o s s i s s g

3. dan seterusSiVa . usiraiiiinisisa i sores :
(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:
Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA : Keputusan Wali Nagari ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...............
pada tangpal coovvnnan
WALI NAGARI..., (Nama Nagari)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)
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Form 2.

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN YANG MASUK KE NAGARI

NAGARI

KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

: SOLOK SELATAN
: SUMATERA BARAT

No

Program/ Kegiatan

OPD Pengelola
Program/ Kegiatan

Lokasi Kegiatan
(Jorong)

Volume

Satuan

Pagu Dana
(Rp.)

Penyelenggaraan
Pemerintahan Nagari

dst...

I1.

Pembangunan Nagari

IL.1

dst...

I11.

Pembinaan
Kemasyarakatan

IMI. 1

dst...

IV

Pemberdayaan
Masyarakat

V. 1

dst...

Mengetahui,
Wali Nagari .........

Nagari ..coeenimisneesseny 18NEEAY (ooey vy cans
Ketua Tim Penyusun RPJM Nagari .........
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DAFTAR SUMBER DAYA ALAM

Form 3.

NAGART LssssilsaaliGausiaeiiamimnssns
KECAMATAN 1. i st s
KABUPATEN : SOLOK SELATAN
PROVINSI : SUMATERA BARAT
No Uraian Sumber Daya Alam Banyak Cukup Sedikit
CONTOH
1 |Material batu kali dan Kerikil v
2 |Pasir urug v
3 |Lahan Persawahan v
4 |Lahan Hutan v
5 |Sungai v
6 |Tanaman Perkebunan : Cengkeh, Lada, Kopi, Panili v
T
Nagari- o ; BAnpgal waigiasy s

Mengetahui

Wali Nagari ......

Keterangan:
Diisi dengan data sekunder dari data Potensi Nagari, Profil Nagari, Monografi Nagari, Data kependudukan

catatan sipil, data pendidikan dll yang relevan

Ketua Tim Penyusun RPJM Nagari....
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DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA

KECAMATAN 5 sussiiiiiis oy ssiss s s
KABUPATEN : SOLOK SELATAN
PROVINSI : SUMATERA BARAT

Form 4.

No

Uraian Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah

Satuan

CONTOH

Penduduk dan keluarga

a.Jumlah penduduk laki-laki

arang

b. Jumlah penduduk perempuan

arang

c. Jumlah keluarga

keluarga

Sumber penghasilan utama penduduk

a. Pertanian, perikanan, perkebunan

b. Pertambangan dan penggalian

c. Industri pengolahan (pabrik, kerajinan, dll)

d. Perdagangan besar/eceran dan rumah makan

e. Angkutan, pergudangan, komunikasi

f. Jasa

g. Lainnya (air, gas, listrik, konstruksi, perbankan, dll)

Tenaga kerja berdasarkan latar belakang pendidikan

a. Lulusan S-1 keatas

orang

b. Lulusan SLA

252

orang

c¢. Lulusan SMP

574

orang

d. Lulusan SD

2294

orang

e. Tidak tamat SD/ tidak sekolah

29

orang

Usia

a.1-18

b. 19 - 45

c. 46 - 55

d. 56 - ...

Mengetahui
Wali Nagari ......

Nagari .ooc ooy TANZEAL vaisy vavvgions
Ketua Tim Penyusun RPJM Nagari ....
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NAGARI
KECAMATAN

Form 5.

DAFTAR SUMBER DAYA PEMBANGUNAN

KABUPATEN : SOLOK SELATAN
PROVINSI : SUMATERA BARAT

...................................................

No

Uraian Sumber Daya Pembangunan

Jumlah Satuan

CONTOH

Aset prasarana umum

a. Jalan

b. Jembatan

Aset Prasarana pendidikan

a. Gedung Paud

b. Gedung TK

c. Gedung SD

d. Taman Pendidikan Algur'an

Aset prasarana keschatan

a. Posyandu

b. Polindes

c. MCK

d. Sarana Air Bersih

Aset prasarana ekonomi

a. Pasar desa

b. Tempat Pelelangan lkan

Kelompok Usaha Ekonomi Produktif

a. Jumlah kelompok usaha

b, Jumlah kelompok usaha yang sehat

Aset berupa modal

a. Total aset produktif

b. Total pinjaman di masyarakat

Mengetahui
Wali Nagari ...........

- 27 s IR , tanggal ..., ..., ....
Ketua Tim Penyusun RPJM Nagari ....
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Form 6.

DAFTAR SUMBER DAYA SOSIAL BUDAYA

NAGARI R A A TR At s e o G A mogm
KECAMATAN o ooiiieiieiiniesiiareretiiatsisssnsersnserenaanns
KABUPATEN : SOLOK SELATAN
PROVINSI : SUMATERA BARAT
No Uraian Sumber Daya Sosial Budaya Jumlah Satuan
1 |Sosial
a. Julo Julo
b. Arisan
c. Kongsi Kematian
d. ...
2 |Budaya
a. Kelompok Randai
b. Selawat Dulang
c. Sanggar tari
[ PR
Nagari........ceeneenen, tanggal o, ooy oo
Mengetahui Ketua Tim Penyusun RPJM Nagari ...
Wali Nagari ...........
[y PR e ) [ snsmnsmsmmsssion s s S RS A )
Keterangan : Sumber daya sosial diisi dengan budaya-budaya yang dimiliki dan berkembang, seperti kegiatan-

kegiatan Gotong-royong, peringatan-peringatan hari-hari tertentu yang masih dilakukan serta
pengembangan dari kegiatan/ festival seni-budaya lainya .
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Form 7.

REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

NAGARI T IS o e Py s D S
KECAMATAN & ....ccorveresnmsnsrepesiibibons s i

KABUPATEN : SOLOK SELATAN
PROVINSI : SUMATERA BARAT

Usulan Rencana Kegiatan berdasarkan

N
= Bidang

Rencana Lokasi
Kegiatan

Perkiraan
Volume

Sat

Penerima Manfaat

L P A-RTM

Contoh

I |Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari
1. Penetapan dan penegasan batas nagari
2. Pendataan nagari

3. Penyusunan tata ruang nagari

4. Laporan nagari

B:

II |Pelaksanaan Pembangunan Nagari

. Pemeliharaan jalan

. Pembangunan jaringan irigasi

. Rehabilitasi Gedung Posyandu

. Pembangunan jembatan gantung

[ N IV I o B

1il |Pembinaan Kemasyarakatan

1. Pembinaan PKK

2. Pelaksanaan Siskamling

3. Pembinaan kerukunan umat beragama
4. Pembinaan Pemuda

5 T

IV |Pemberdayaan Masyarakat

1. Pelatihan tata boga

2. Pelatihan teknologi tepat guna
3. Pelatihan KPMN

4, Pelatihan Pengurus BUMNag

5 PR

Jrg Bukik

ot

paket | - - =

Mengetahui
Wali Nagari ...........

Keterangan:
A-RTM : Anggota Rumah Tangga Miskin

Ketua Tim Penyvusun RPJM Nagari ..
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Form 8.

DAFTAR GAGASAN JORONG / KELOMPOK : ....oiivriiiiiiiiiiinrinees

NAGARI - S AR 0y g 7
KECAMATAN 1 vrersasansonsrnrmnpenmsessasnnsaespsnnsensiysasses
KABUPATEN : SOLOK SELATAN

PROVINSI : SUMATERA BARAT

s Penerima Manfaat
! ; i P
No Gagasan Kegiatan Lokasi Kegiatan we Satuan
Volume LK PR | A-RTM

Contoh
1 |Rehabilitasi Gedung Posyandu Jorong Bukik 1|unit 35 40 27
2 |Pembangunan jaringan irigasi Jorong lurah 1200|meter 100] 125 90
3 |Pelatihan tata boga Jorong Data 15|orang 5 10 9

JOrong.............., tanggal ..., ...y ...
Mengetahui Kader Pemberdayaan Masyarakat Nagari
Kepala Jorong ....



CONTOH SKETSA NAGARI / JORONG

a. POTRET/SRETSA DESA

Form 9.

b. DAFTAR MASALAH DAN POTENSIDARI POTRET DESA

pendudnk RW 07 ndak
sehat.

No MASALAH POTENSI
1 Talan desa di wilaysh Baru
BW Q2 sepanjang 1.200 Pasir
nzater Tusak berat. Teaaga Gotong Fovong
2 Lingkungan penoaban - LK-Des:a dan PEIK

- Kader-kader di desa
- Puskesmas pembanm

3 Banyak anak balita di - Puskesmas Pembanm
BIW 15 menderita - Posyvandm
penyakis campak. - Eader Posyandu

4. Tambak kolam ikan - Kolamlahan mmbak
kurang dimanfaartkan - Alranmgasi
oleh petand ikan - Petam tanibak

! Tamrbaran di Dusun - Baru dan pasir
Damiai Hﬂﬂﬂmﬂﬂ e H.Uw.u-._h dan bambu

- Teaaga Gotong royoag
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Form 10.

CONTOH KALENDER MUSIM

a. CGAAMBAR KALENDER MUSIM b DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM
No AMASALAH POTENSI
PANCAROBA EEMARAT MUSIM HUJSAN
Pada musun kemnarswe, 431 Sungai
Eakicangn dua dusun kakburangan Mot sir
ar barsik air barsih. Swwadaya masyarakat
Eakigan - Bat pasir
o -
o Pada nnusim keraran - Imgasi tarster
kasil panspn panotas - Luas lahan parsawaban
Mﬂaﬁtg ...... (zagal) - Kelonpok Tam
st - KUD
) 3.
o Pada musim pancaroba - Puskesmas Pambanra
- banyak masyarakar desa - EKabun obat kaluarga
mrseranyg ispa (ndeksi - Posyandu
Pazan - a saluran pernafasan akur)
Tansa . l Pada nmsim bajan - Puskesinss pamubanm
x banyak masyvarakar di - Posyandn
Dusun Suci erkena - Bidan desa
diare - Kabun obart kaluarga
Pada nmsim bujas. g -~ suspena e
sabagian besar moaab i - y
foudak 35 Dxe ~ Tenaga GOGE TOVORE
Damad tergenang air
senuggi 1 mwter
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CONTOH BAGAN KELEMBAGAAN

3. BAGAX KELEMBAGAAN DESA

Form 11.

b. DAFTAE MASALAH DAN POTENSI DARI BAGAN KELEMBAGAAN

No | LEMBAGA MASALAH POTENSI
PEMDES Parupghat dsa - Parangir
% buoang dalam lazgkap
B0 mawherkan - Saruna
pelaymas pede faiadia
mtymakat
LE-Dwsa Peogrus LR -
sebag i b W.”_ﬂ.”h.,
ndnk amspak - Tomga
potamaial
i
RELINVPCE Kopeas - Lamhags a2
TANT kelompok taw & - Poagzus
Duzma Camx lagp
wacet
% SLIPAN Panguns Sixpen « Noda usabs
PLITAM Pimjar: ik parmab R
walobukan may - Pengzus
dg saggem langhap
P Hwwmag Ada o
bermmmafayr calam peiatha
wwewsarkan sl Ada koo dit
peCRED buzp randh
ke
dst dst dst
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Form 12

BERITA ACARA
PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN JORONG
UNTUK RPJM NAGARI

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Nagari, di Nagari ............ccocovvvnieinnnnnen.
Kabupaten Solok SELATAN Provinsi Sumatera Barat Nagari .................. Pada :

Hepd datt Tagpal & cmmmissmssesis s

Jam 0 R S B R AW W AR B S R

Tempat B R R S S RS
Telah dilaksanakan kegiatan pengkajian keadaan jorong yang dihadiri oleh wakil -
wakil dari kelompok, kepala jorong, warga jorong, Wakil kelembagaan dari jorong,
tokoh masyarakat dan unsur lain yang terkait di jorong sebagaimana tercantum
dalam daftar hadir. Agenda kegiatan yang dilakukan didalam proses pengkajian
jorong tersebut adalah :

Contoh
1 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan sketsa jorong
2 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan kalender musim
3 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan diagram kelembagaan
4 Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya jorong

Dengan Keputusan terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh
tanggungjawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jorong ............ , Tanggal, ..., ...., ....
Mengetahui, KPMN JOFONE cuwuimsvmoncesmimmas
Kepala Jorong
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Form 13.

BERITA ACARA
PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN NAGARI
UNTUK RPJM NAGARI

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Nagari, di Nagari ........cocvevviiniiiiniinnnann.
Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat Nagari ................. :

Hart dan Tanggal | oaasascsvnsmsasisissssss v

Jam i RSB A R M S A

Tempat P DV
Telah dilaksanakan kegiatan pengkajian keadaan Nagari yang dihadiri oleh wakil -
wakil dari Lembaga dan kelompok, kepala jorong, warga nagari, tokoh masyarakat
dan unsur lain yang terkait di nagari sebagaimana tercantum dalam daftar hadir.

Agenda kegiatan yang dilakukan didalam proses pengkajian keadaan Nagari tersebut
adalah :

Contoh
1 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan sketsa Nagari

2 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan kalender musim
3 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan diagram kelembagaan
4 Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya Nagari

Dengan Keputusan terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh
tanggungjawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jorong ......ocoenennnns , Yangral o e v
Mengetahui, Ketua Tim Penyusun RPJM Nagari ...

Wali Nagari
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Form 14.

LAPORAN
PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN NAGARI
NAGARI P
KECAMATAN : iininieiin.
KABUPATEN : SOLOK SELATAN
PROVINSI : SUMATERA BARAT

]

11

1IL.

.

VIL

Latar Belakang

Contoh

Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan nagari adalah ketersediaan RPJMNagari dan
RKPNagari. Karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka
pendek desa. Maka kualitas RPJMNagari dan RKPNagari menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses
penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaaan Nagari (PKN])
adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan Dokumen
Perencanaan Nagari.

Tujuan :

Contoh

Kegiatan ini bertujuan untuk menggali secara obyektif, lengkap dan cermat:
Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten

Pengkajian Potensi Nagari

Pengkajian Peluang pendayagunaan sumber daya Desa

Pengkajian permasalahan yang dihadapi

Merumuskan usulan rencana kegiatan masyarakat

i B =P e -]

Tim Pelaksana Pengkajian Keadaan Nagari
Contoh

Pengkajian keadaan Nagari dilakukan oleh Tim Penyusun RPJMDes dengan dipandu oleh Kader Pemberdayaan
Masyarakat Nagari, yang sebelumnya telah dilakukan Pengkajian Keadaan Jorong.

Pendekatan dan Metode

Contoh
Pengkajian keadaan desa dilakukan sccara partisipatif dengan menggunakan metode P3MN (Perencanaan Partisipatif

Pembangunan Masyarakat Nagari)

. ALAT KAJI DAN INSTRUMEN

Contoh

Alat kaji yang digunakan adalah Peta Sosial Desa, Kalender Musim dan Bagan Hubungan Antar Lembaga/Kelembagaan,

PROSES PELAKSANAAN
Contoh

a
Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten.

b
Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok dan jorong untuk menemukenali potensi, masalah

dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat kaji tersebut di atas.

¢ Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok dan jorong untuk menemukenali peluang
pendayagunaan sumber daya Nagari

d Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok dan jorong untuk merumuskan usulan rencana
kegiatan

Membuat rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan nagari dari jorong dan/atau kelompok masyarakat

HASIL
Contoh
1 Data nagari yang sudah diselaraskan
2 Data rencana program pembangunan kabupaten yang akan masuk ke Nagari
3 Data rencana program pembangunan kawasan perdesaan
4 Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan nagari dari jorong
dan/atau kelompok masyarakat

Rencana Kerja Tindak Lanjut
Contoh
Menyusun rekapitulasi usulan kegiatan pembangunan nagari

NaBari «ssossmiissg TANGEAL ciss vsiss ses

Mengetahui, Ketua Tim Penyusun RPJM Nagari ...
Wali Nagari
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Form 15.

BERITA ACARA
MUSYAWARAH NAGARI
PENYUSUNAN RPJM - NAGARI

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Nagari melalui musyawarah Nagari, telah diadakan
Musyawarah Nagari di Nagari ........cc.ceeeeeee. Keramatan oo Kabupaten Solok
Selatan Provinsi Sumatera Barat dalam rangka penyusunan RPJM - Nagari, maka pada
hari ini :

Hari dan Tanggal O
Jam S s s e
Tempat G R R S

yang dihadiri oleh Wali Nagaru, Perangkat Nagari, BMN, wakil - wakil Kelembagaan dan
kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur

pimpinan dalam Musvawarah Nagari ini adalah :
A. Materi

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin Musvawardh = 1 s AT s

Notulen I iR ' - | s U

Narasumber ¥ Ponsessessasmssmanaiam dari coocveeiiii
2 SRR s b2 o [N
2 S dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta
Musyawarah Nagari menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan
akhir dari Musyawarah Nagari dalam rangka penyusunan RPJM Nagari yaitu :

...............................................................................................................
...............................................................................................................

...............................................................................................................

( Hasil terlampir )

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh
tanggungjawab agar dapatdipergunakan sebagaimana mestinya.

Napail ., TADEEAL, vony vy wxse
Mengetahui Ketua BMN .........
Wali Nagari
fesssisuimsansssisnssssrsmons ) O S )
Wakil Masyarakat
o [sswamssnspmsansssssmnaanerss )
) . baisomsmsmmnmm A e neEmamln )
& T [ s ni s R )
& i Fssssvimamaivesonmi )
8 st SR )
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RANCANGAN RPJM NAGARI

Form 16.

TAHUN @ ......oeeee
NAGARI
KECAMATAN 3 ;
KABUPATEN : SOLOK SELATAN
PROVINSI ; SUMATERA BARAT
Bidang/ Jenis Kegiatan Waktu Pelaksanaan Frakiren Biaya dac Prakiraan Pola Pelaksanaan
o Lokasi Prakiraan Sasaran/ Surnbes Pembiavaan
! Tah . .| Kerjasama
Bidang SubBidang | JenisKegiatan | 0008 | Volume | Manfaat |, . l7ehun 2 ._EMS Tahun4| "0 | Tahun6 | Jih (Rp) | Sumber | Swakelola | Kerjasama Antar Nagari | o a_ gerign
a b c. d £ £ g h i i [ [ m n 0 D g r s
a.
b,
c.
1 Penyelenggaraan d
Pemerintahan Nagari |
e.
h:3
g
Jumlah Per Bidang 1 &
a,
b.
c.
d;
2 Pembangunan Negari | e.
1.
g
h.
i
Jumiah Per Bidang 2
a.
b.
C.
3 Pembinaan 5
Kemasyarakatan 2
(=9
:
[
Jumlah Per Bidang 3 <
a,
4 Pemberdayaan b.
Masyarakat [
d.
Jumlah Per Bidang 4
JUMLAH TOTAL 5
Mengetahui : Disusun oleh:

Wali Nagari .....

Tim Penyusun RPJM Nagari ....




Form 17.

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM NAGARI

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RPJM Nagari di Nagari ..............c......
kecamatan ........cccoviivinininnn, Kabupaten Solok Selatan provinsi Sumatera Barat
dalam rangka penyusunan rancangan RPJM Nagari, maka pada hari ini :

Hifl dan Tangeal | comaonwpmvisnsiissisiamsssss
Jam R SR R R R
Tempat A S T e R R BRI

telah diselesaikan penyusunan rancangan RPJM Nagaru oleh tim penyusun RPJM
Nagaru sebagaimana daftar terlampir.

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan RPJM Desa

Hasil kegiatan berupa rancangan RPJM Nagari sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab agar dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

B , Tanggal, ..., ..., ....
Mengetahui Ketua Tim Penyusunan RPJM Nagari ...
Wali Nagari ......

43



Form 18.

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NAGARI
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM NAGARI

Berkaitan dengan penyusunan rancangan RPJM Nagari di Nagari ..................
Kecamatan ......... Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat pada :

Hari dan Tangeal & sussaspasasnasase

Jam R R e R A e

Tempat D AR AR A A SN AN
telah diadakan acara musyawarah perencanaan pembangunan Nagari yang
dihadiri oleh Wali Nagari, Perangkat Nagari, BMN, wakil - wakil Lembaga dan
kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Nagari ini serta
yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

........................................................................................................

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Peminipiit tHASVEY ocssimisvivesss 3 o T

Notulen 5 s s e A A 4 21 i RSP

Narasumber R T (6 = o L
2o nranrrnnsnsnsansesnne 3 7L | R OU T,
L dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari menyepakati beberapa hal yang
berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Nagari dalam rangka penyusunan rancangan RPJM Nagari yaitu :

................................................................................................................

O B R R B T R R e S R (Hasil terlampir)
Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab
agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

eeeeretarreiaas + 1Al cogcny v
Ketua BMN .... Wali Nagari ......
sssspomsnuamessssisny g ) bos v )
Wakil Masyarakat
;| TP T, )
B R PR WO S S )
o . )
4. dst R )
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Form 19.

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RKP NAGARI
MELALUI REMBUG JORONG

TAHUN ......
Berkaitan dengan penyusunan RKP Nagari di Jorong ............ NAPATT winssimmnmsmsmnmyenses
Kecamatan ............. Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat pada :
Hari dan Tanggal SN <1
Jam S R,
Tempat R T e e P e o

telah diadakan acara Musyawarah jorong yang dihadiri oleh Tim Penyusun RKP Nagari, Kepala Jorong ,
Wakil BMN Jorong, Wakil Lembaga dan kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam Rembug Jorong ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah
dan narasumber adalah :
A. Materi
Contoh
1. Pencermatan RPJM Nagari yang ada di jorong
2. Prioritas Kegiatan Jorong
3. Utusan jorong dalam Musna dan Musrenbang Nagari

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin musyawarah : ... (3727 o SORRRARR RO PR RTRNTRE T,

Notulen % e R 5 4 g1 e

Narasumber = s AT T e
D e s e 06 b | s £ " 100
i R dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Rembug Jorong
menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Rembug Jorong dalam
rangka penyusunan RKP Nagari yaitu :

B s e smm s A s s A A e ST Sl R ( hasil terlampir)

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab, agar dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

T , Tanggal, ..., ..., ....
Kepala Jorong Kader Pemberdayaan Masyarakat Nagari
(ceemmemeee e e eaa ) R P o s e s )
Wakil Masyarakat
Ly saspemgaoses oo mmessannnsmersmeiig )
T Crspmmmemeaamans )
= e e G )
4. dst sy )

Tim Penyusun RKP Nagari ...
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Rekapitulasi Rekomendasi Tim Verifikasi

Form 20.

Kesesuaian terhadap Kriteria Prioritas Kegiatan

No Jenis Usulan Kegiatan Lokasi Kegiatan Mendesak untuk |Lebih bermanfaat untuk| Bisa dikerjakan ._._”M_”._wmaa_“.ﬂ”ﬂ.m_w»:wﬁm:. Didukung oleh Sumber Kelayakan teknis Keterangan
ilak =Ewd
dilaksanakan kipk miskin Masyarakat kabertenitan Daya yg Ada
.............. s A L

Dibuat oleh Tim Verifikasi:

Wit |~k jwr =

e
= O
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Form 21.

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RKP NAGARI
MELALUI MUSYAWARAH NAGARI

Berkaitan dengan penyusunan RKP Nagari di Nagari ............ Kecamatan .................
Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat pada:

Hari dan Tanggal P S e

Jam =R = B S = =

Tempat PN

telah diadakan acara Musyawarah Nagari yang dihadiri oleh Wali Nagari, Perangkat
Nagari, BMN, Wakil Lembaga dan kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam Musyawarah Nagari ini serta yang bertindak selaku unsur
pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :
A. Materi
Contoh
Pencermatan RPJM Nagari
Kriteria dan pembentukan tim verifikasi

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin musyawarah : ........ccooiiinninnn. '+ E- § ¢ (USRI RRSRSNP R R op .

Notulen = R T2 b2 1 o e s

Narasumber A L. (s 7= 1 o SOOI
D FATT - vcausninsresim i s v b e
o5 TR dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta
Musyawarah Nagari menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi
kesepakatan akhir dari Musyawarah Nagari dalam rangka penyusunan RKP Nagari
yaitu :

= 1 O e e S SRR 8.1 CONF O 0 (hasil terlampir)

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab, agar
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

................... , Tanggal, .00
Wali Nagari .... Ketua BMN ...
B e S S Bl e ) b neismang )
Wakil Masyarakat
) - b crros oot s )
D v oo )
B Csvmmsinsinss sy )
4. dst . )
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NAGARI
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

PAGU INDIKATIF DESA

: 50LOK SELATAN
; SUMATERA BARAT

Form 22.

Indikatif Program/
Kegiatan Nagari

Sumber Dana Indikatif

Dana Nagari
(APBN)

Alokasi Dana
Nagari
[bagian dana
perimbangan
kabupaten)

Dana bagian dari
hasil pajak dan
retribusi

Bantuan keuangan

APBD
Provinsi

APBD
Kabupaten

Contoh

Penyelenggaraan
I |Pemerintahan Nagari

Pelaksanaan
Il |Pembangunan Nagari

Pembinaan
11l |Kemasyarakatan

rPemberdayaan
IV |Masyarakat

Ketua Tim Penyusun RKP Nagari ...
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Form 23.

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN
YANG MASUK KE NAGARI

NAGARI
KECAMATAN B s e B A e
KABUPATEN : SOLOK SELATAN
PROVINSI ; SUMATERA BARAT
; ; Prakiraan Pagu Dana | Prakiraan
No Asal Program/ Kegiatan Nama Program/ Kegiatan (Rp.) ———
Contoh ) : RN | S
1{Dari Pemerintah Air Bersih ] 800.000.000 |PU Pusat

2(Dari Pemerintah Daerah Provinsi

Dari Perﬁeriqt_ah Daerah Kabﬁ}:atgn

Dari Penjaringan Aspirasi Masyarakat
oleh DPRD Kabupaten/ Kota

fenay waan

Ketua Tim Penyusun RKP Nagari ....



RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH NAGARI (RKP-NAGARI)

TAHUN : i

Form 24.

NAGARI 8 lnbeildid Sttt
KECAMATAN 7
KABUPATEN : SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
= Bidang/ Jenis Kegiatan s Sk i Sasaran/ Waktu Biaya dan Sumber Pembiayaan m&w Pelaksanaan , . S .ww_ ]
Bidang Jenis Kegiatan Manfaat Pelaksanaan Jth (Rp) Sumber Swakelola xaawwmaw fanar xoamwmhmn Fihak HegaiaL
a b c. d e if g h i i i i m n
Al i e | Cameseesmessseme sl s g e s e e e R e e
L 00 00 o OO ONs? O R 5 [ s
C. -
1 Penyelenggaraan d
Pemerintahan Nagari 7 -
s .
B
Jumlah Per Bidang 1
Bl s e st e e il e b e g A 1m0 il 1411 11 e e .
Didw e mesnepree sl s i e waecemesde e
Bolwoon  pemseessssesgmesosoni b s e ot s ssssas el o a4 4 44
z ey o : - - -
€. o — T S, B e L S TS ot e -
£l BSASAIE NNS] NOASGON INSSEII, (Vo i -
2  |Pembangunan Nagari| & - B B . - B |
h.
i
a.
b.
i 1
3 Pembinaan i
Kemasyarakatan .
ik
g
a. ...
4 Pemberdayaan b.
Masyarakat C.
d.

lah Per Bidang 4

JUMLAH TOTAL

Mengetahui :
Wali Nagati .....

T , Tanggal, ...,

Disusun oleh:

Tim Penyusun RKF Nagari ...
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DAFTAR USULAN RKP DESA

Form 25.

Mengetahui
Wali Nagari ....

TAHEN Yoo
NAGART L sienimweenvenae
KECAMATAN @ i
KABUPATEN : SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
. : ; Prakiraan Prakiraan
No Bidang/ Jenis Kegiatan tekaa Ivetasme Sﬁ;ﬂf‘gﬁt/ .
Bidang Jenis Kegiatan ' Pelaksanaan | Jumlah (Rp)
Penyelenggaraan
1 |Pemerintahan
Nagari
Jumlah Per Bidang 1 -
Pembangunan
2 .
Nagari
Jumlah Per Bidang 2
3 Pembinaan
Kemasyarakatan
Jumlah Per Bidang 3 =
4 Pemberdayaan B
Masyarakat
Jumlah Per Bidang 4
JUMLAH TOTAL -
R A , tanggal ..., ..., ....
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Form 26.

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP - NAGARI

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RKP Nagari, di Nagari ......

Kecamatan ......... Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat pada :
Hari dan Tanggal AT R
Jam Y I i s e e s
Tempat e

telah diselesaikan penyusunan Rancangan RKP Nagari oleh Tim Penyusun RKP Nagari
sebagaimana daftar terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk dipergunakan

Agendé kegiatan yéng dilakukan dalam rangka penyusunan Rancangan
RKP Nagari adalah sebagai berikut:

Hasil kegiatan berupa rancangan RKP Nagari sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.
................... , Tanggal, ..., ..., ...
Wali Nagari Ketua Tim Penyusun RKP Nagari ...
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Form 27.

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP NAGARI
MELALUI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NAGARI

Berkaitan dengan penyusunan rancangan RKP Nagari, di Nagari ..................
Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat pada :

Hari dan Tanggal S R S

Jam b e R R S

Tempat T enenmen s A S R
telah diadakan acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari yang dihadiri
oleh Wali Nagari, Perangkat Nagari, BMN, wakil - wakil Lembaga dan kelompok masyarakat,
tokoh masyarakat sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari ini serta yang
bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi
L b R N A RS L TTRAT A s nam s bt A A A A R A A TR AR SRR
i S S A R S S G T A s i
Div. smmomemses s s R A A N BB A R A G
- = U
B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber
Pemimpin Musyawarah : ......cococvivvnnnnnnn, Lo B
Notulen N T — QA wvsussssveiea s mmE T
Narasumber L 2 - o R
2. T dari oo
3. i dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Nagari menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi
kesepakatan akhir dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari dalam rangka
penyusunan Rancangan RKP Nagari vaitu :

........................................................................................................................
........................................................................................................................

........................................................................................................................

....................................................................................... (hasil terlampir).

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

............. , Tanggal, ..., ...,
Ketua BMN .... Wali Nagari .....
{iseesmmunuesmmmmsmmsmisins ) {esnsmsasmsersmssmmssaisii )
Wakil Masyarakat
L ceemssmmaesi fosssecpmmnvivssrsavaviuie )
2, - {isasmemmmmrmans o )
B st L i as boe i e 2 e )
4. dst [ussvumnnnsnraa )
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